
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 43 TAHUN  2021 

TENTANG 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 

dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan 

Keuangan Daerah dan Besaran Hak Keuangan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6573); 

8.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

192); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 218); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 156); 

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 



Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 38); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 

DAERAH DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua 

dan wakil ketua DPRD Kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 

DPRD Kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 



8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 

komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 

DPRD. 

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan 

reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah 

dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk 

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 

ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD sehari-hari. 

 

BAB II 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung 

berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan 

belanja pegawai ASN. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai 

Aparatur Sipil Negara. 

 

Pasal 3 

(1) Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil 

Daerah adalah: 

a. Pendapatan Umum Daerah terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp  329.963.261.898,00 

2. Dana Bagi Hasil (Transfer Pusat) : Rp    41.978.389.803,00 

3. Dana Alokasi Umum  (DAU) : Rp 1.167.212.792.000,00 + 

Jumlah     : Rp 1.539.154.443.701,00 

b. Belanja Pegawai ASN terdiri dari : 

1. Gaji dan Tunjangan ASN : Rp  648.666.710.681,00 

2. Tambahan Penghasilan ASN : Rp    39.091.907.672,00 



3. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS : Rp 1.872.750.000,00 

4. Tunjangan Profesi Guru PNSD : Rp 211.164.591.180,00 + 

5. Jumlah : Rp 900.795.959.533,00 

(2) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 adalah Rp. 

638.358.484.168,00 (enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus 

lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus 

enam pululuh delapan rupiah) dan termasuk kelompok tinggi. 

 

BAB III 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 

BAGI PIMPINAN DPRD SERTA ANGGOTA DPRD  

Pasal 4 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang 

Representasi Ketua DPRD. 

(2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebesar                      

Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan 

sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD. 

(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 14.700.000,- 

(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 

 

BAB IV 

DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD 

Pasal 6 

(1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali 

uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan. 

(2) Besaran Dana Operasional bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus 

ribu rupiah) setiap bulan. 

(3) Dana Operasional bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan 

sebesar 4 (empat) kali jumlah uang Representasi Wakil Ketua DPRD 

setiap bulan. 



(4) Besaran Dana Operasional bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp 6.720.000,- 

(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam 

Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah 

yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 23 November 2022 

 

BUPATI KLATEN, 

Cap 

 ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 23 November 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

 ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 43 

 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


